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Penguijian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU 7/2017), terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal
28J ayat (1) UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan
selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan
rezim yang sedang berkuasa; (i) bagi mantan
terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 30 November 2022
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih
pada saat kontestasi pemilu, merasa ada ketakutan akibat kerugian baik langsung atau tidak
langsung atau setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
7/2017.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 240 ayat
(1) huruf g UU 7/2017 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon mendalilkan mempunyai hak untuk
memilih merasa ada ketakutan akibat kerugian baik langsung atau tidak langsung atau
setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017
terkait frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana”; mengakibatkan praktik jual beli pencalonan (candidacy
buyingi).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan
hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal
hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
7/2017 sepanjang frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Anggapan kerugian konstitusional yang
dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial. Dengan
demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian
konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan
demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusional norma yang dimohonkan
pengujian oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada
Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat
tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 54 UU MK.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, oleh karena
terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah
pernah dilakukan pengujian melalui permohonan pengujian Nomor 81/PUU-XVI/2018 dan
Nomor 83/PUU-XVI/2018, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan
apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 78 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian
kembali. setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, ternyata Perkara Nomor 81/PUU-
XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD
1945, sedangkan Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, permohonan a
guo menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan
alasan-alasan pengajuan permohonan yang digunakan dalam Perkara Nomor 81/PUU-
XV1/2018 para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal
240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tidak dimaknai “mencakup mantan terpidana korupsi”.
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Sedang dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 adalah Pemohon menginginkan agar calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun pernah dipidana
penjara tapi bukan terpidana yang karena melakukan kejahatan korupsi, kejahatan narkoba,
kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, alasan konstitusional dalam
permohonan a quo adalah ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang
frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dengan alasan dapat berakibat adanya abuse of power,
menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai
anggota legislatif akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau
bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan
dengan Pasal 18 UU 31/1999

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan baik dasar pengujian maupun
alasan-alasan yang dijadikan untuk mengajukan pengujian permohonan antara Permohonan
Nomor 81/PUU-XVI1/2018 dan Permohonan Nomor 83/PUU-XV1/2018 dengan permohonan a
qguo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon a quo beralasan
menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78
ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 240
ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “...kecuali secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan
dengan UUD 1945, karena dapat berakibat adanya abuse of power, menciptakan angka
golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif
akan menularkan peluang atau potensi terjadinya korupsi kepada anggota legislatif lainnya
atau bahkan mengulang praktik korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta
bertentangan dengan Pasal 18 UU 31/1999. Selanjutnya, berkenaan dengan jabatan publik
yang perolehannya dengan cara pemilihan (elected officials) yaitu dalam hal ini pemilihan
Presiden, anggota legislatif dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan model atau
tata kelola penyelenggaraan pemilihannya, yang dikenal adanya rezim pemilihan umum dan
rezim pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dapat berupa pemilihan Presiden dan/atau
Wakil Presiden, juga dapat berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara
itu, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut,
Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 29 September 2022.

Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan
umum dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, berkenaan dengan salah satu
persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu
Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah
pernah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon
kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Mahkamah
akan mempertimbangkan lebih lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma
tersebut, mengingat keduanya mengatur tentang persyaratan formal untuk menjadi calon
dalam menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut

Terkait dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan
terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga
mengatur hal yang esensinya sama dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
10/2016 yaitu berkenaan dengan syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah,
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh karena
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itu, apabila dicermati dengan saksama kedua syarat formal untuk dapat menjadi calon dalam
menduduki jabatan yang dipilih tersebut meskipun pada esensinya mengatur hal yang sama,
akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan yang berbeda. Perbedaan yang amat fundamental
adalah berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 masih
bersifat alternatif yaitu bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri sepanjang secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur syarat bagi
mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, calon Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bersifat kumulatif. Artinya,
diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa
pidana serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana. perbedaan demikian disebabkan akibat adanya pemaknaan
secara konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU
10/2016 oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon
kepala daerah bagi mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya
dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Desember 2019 telah
berpendirian, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-Paragraf
[3.12.1] dan Sub-Paragraf [3.12.2].

Merujuk pada uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah
juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut, oleh karena
fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1)
huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam
persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara
konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat
formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (elected officials), maka pembedaan
yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut
terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama
dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk menjadi calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu
calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bagi
mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat
terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1)
UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf
g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan
pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7
ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap
ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan
dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan
sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum
putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan
masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan



beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam
hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya
persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati
dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan
bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab,
terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai
pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat
umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang
mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk
pengisian jabatan melalui pemilihan (elected officials), pada akhirnya masyarakat yang
memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya.

Selanjutnya berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara
berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik
menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana
dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara
faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji,
bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya
tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang
bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih
besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas,
dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi
masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali
memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir
ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI1/2019. Selain itu,
langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian
hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas
dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan
hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di
dalam pemerintahan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai telah ternyata
ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan
terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28] UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap norma a quo harus
diselaraskan dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g
UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada di atas,
oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap
norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dapat dibuktikan, namun oleh karena
pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan yang
dilakukan oleh Mahkamah, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian.

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan

selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



